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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melakkan pengujian secara empiris apakah 

terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), teknologi 

informasi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat. 

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh  terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) 

Covid 19 Bidang Kesehatan. Kesimpulan temuan ini didasarkan dari hasil 

analisis data dengan menggunakan Smart PLS 3,0 diketahui bahwa nilai t-

statistik 6,654 > t-tabel 2,00856 dan nilai p-value 0,000 < 0,05. Penerapan 

tindakan dan prosedur pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan 

dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 terbukti berpengaruh terhadap 

pelaksanaan kewajiban akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan keuangan 

Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 kepada instansi pada tingkatan yang 

lebih tinggi dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 yang 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mencakup Instruksi 

Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang 

Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi setiap 
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

serta Peraturan Gubernur terkait lainnya dapat meningkatan akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 

Bidang Kesehatan. 

2. Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan. 

Kesimpulan temuan ini didasarkan dari hasil analisis data dengan 

menggunakan Smart PLS 3,0 diketahui bahwa nilai t-statistik 0,478 < t-tabel 

2,00856 serta nilai p-value 0,633 > 0,05 yang mengindikasikan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dana Belanja 

Tidak Terduga (BTT) Covid 19 tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan 

kewajiban akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan Belanja Tidak Terduga 

(BTT) Covid 19 kepada instansi pada tingkatan yang lebih tinggi, 

masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Belum optimalnya 

pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi 

menyebab pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 tidak 

difasilitasi oleh aplikasi sistem informasi berbasis teknologi informasi. 

Pengalaman dan ketelitian para Aparatur Sipil Negara (ASN) pengelola 

keuangan dengan berpedoman kepada peraturan perundngan-undangan yang 

berlaku memberikan kontribusi terhadap penyampaian laporan 

pertanggungjawaban meskipun tidak didukung aplikasi pengelolaan 

keuangan berbasis teknologi informasi.  
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3. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 

Bidang Kesehatan. Kesimpulan temuan ini didasarkan dari hasil analisis 

data dengan menggunakan Smart PLS 3,0 diketahui bahwa nilai t-statistik 

0,705 < t-tabel 2,00856 serta nilai p-value 0,481 > 0,05 yang 

mengindikasikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) 

Covid 19 Bidang Kesehatan. Pengaruh komitmen organisasi pada 

Organisasi Perangkat Derah (OPD) pengelola dana Belanja Tidak Terduga 

(BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat masih dalam 

kategori yang belum, hal ini disebabkan kurangnya integritas dan dorongan 

yang berasal dari dalam diri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewenangannya serta 

Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang memprioritaskan organisasinya untuk 

melakukan yang terbaik agar tercapainya tujuan organisasi. Hal ini 

disebabkan karena kondisi kedaruratan kesehatan dan pandemi pada masa 

tersebut yang mengakibatkan pemerintah menetapkan kebijakan Work From 

Home (WFH). Namun demikian pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah 

menetapkan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian 

Insentif, Honorarium, Uang Saku dan/atau Santunan Kematian Bagi Petugas 

Penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

di Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud upaya pemerintah untuk 

meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN). pada masa pandemi 

Covid 19. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan unit analisis Organiasi Perangkat 

Daerah (OPD) Teknis yang secara langsung mengelola anggaran Dana Belanja 

Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat - Bidang Kesehatan 

tahun anggaran 2020 dan 2021, mencakup Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Barat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman, Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) M. Ntsir Solok, Rumah Sakit Achmad Muchtar (RSAM) 

Bukittinggi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) HB Saanin Padang. Penelitian ini tidak 

melibatkan Badan Keuangan Daerah Prov. Sumatera Barat, Badan Perencanaan 

Daerah Prov. Sumatera Barat dan Inspektorat Prov. Sumatera Barat sebagai 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara tidak 

langsung ikut terlibat dalam pengelolaan anggaran, pengawasan dan pelaporan 

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan 

2. Dalam pengisian kuesioner, seluruh responden tidak mendapatkan penjelasan 

secara langsung oleh peneliti terkait maksud, tujuan dan objek penelitian, 

sehingga jawaban yang diberikan responden belum tentu menggambarkan 

keadaan yang sebenarnya,  

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), teknologi inormasi dan komitmen organisasi terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 

19 Bidang Kesehatan. Penelitian ini masih belum mengeksplorasi variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan 

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan. 



 

93 
 

4. Pada penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada 

beberapa pejabat terkait sebagai responden penelitian, namun karena 

keterbatasan waktu wawancara tersebut belum dilakukan kepada seluruh 

responden. 

 
5.3 Saran 

Saran yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah. 

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan upaya pemanfaatan 

kemajuan teknologi informasi untuk keseluruhan proses pengelolaan keuangan 

mencakup dana APBD yang bersifat rutin maupun dana APBD yang bersifat 

insidentil sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan komitmen organisasi, mencakup komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif dari seluruh Aparatur Sipili Negara (ASN) 

sehingga dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengikutsertakan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang secara 

langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam pengelolaan Belanja Tidak 

Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan, mencakup aspek penganggaran, 

pengawasan dan pelaporan. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Belanja Tidak 
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Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan secara lebih komprehensif karena 

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bersifat darurat dan mendesak 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melaksanakan wawancara langsung 

terhadap seluruh responden dan memberikan penjelasan kepada seluruh 

responden sebelum pengisian kuisioner sehingga maksud dan tujuan penelitian 

dapat dipahami serta jawaban yang diberikan responden dapat memberikan 

gambaran keadaan yang sebenarnya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


